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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 113/KPTS/DPPPA/2019
TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG Di PROVINS] SUMATERA SELATAN

Menimbang

M éngingat

PERIODE 2019-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

! a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan

tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sumatera
Selatan, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2019-2023;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814 );

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
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4.

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan
Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-

2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.
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Tembusan:

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada Dlktum
Kesatu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
koordinasi bersama Perangkat Dacrah dan Instansi terkait serta
lembaga non Pemerintah  dalam  rangka, pencegahan  dan
penanganan Korban perdagangan orang termasuk anak dan
perempuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang bertanggung jawab kepada
Gubernur Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 11/KPTS/DPPPA/2017 tentang
Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2019
// GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
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1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palemban
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dipindai dengan CamScanner



